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PERATURAN KALURAHAN SIDOMULYO 

NOMOR : 01 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SIDOMULYO 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

LURAH SIDOMULYO 

 

 

Menimbang : a.  bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 

20 Tahun 2018 Pasal 68 tentang Pelaporan APBDes setiap 

desa wajib membuat laporan realisasi anggaran yang telah 

dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungan jawaban; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sidomulyo 

Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 

Tahun Anggaran 2023; 

 

Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

 

4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 

12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 59); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana 

Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5864); 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 

2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 260); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Tahun 



2018 Nomor 611); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2019 

tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2019 Nomor 09); 

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang 

Kewenangan Kalurahan; (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2020 Nomor 86); 

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan 

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87 ); 

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang 

Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf 

Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan 

Kalurahan; (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 

Nomor 129); 

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2022 Nomor 59); 

17. Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan 

Desa; (Lembaran Kalurahan Sidomulyo Nomor 11 Tahun 

2020); 

18. Peraturan Kalurahan Nomor 09 Tahun 2022 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Sidomulyo Tahun 

Anggaran  2023 (Lembaran Kalurahan Sidomulyo Tahun 

2022); 

19. Peraturan Kalurahan Sidomulyo Nomor 10 Tahun 2022 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 

Tahun Anggaran 2023; 
 

20. Peraturan Kalurahan Sidomulyo Nomor 01 Tahun 2023 

tentang Rencana Pembangunan  Jangka Menengah 

Kalurahan Tahun 2022 – 2028 (Lembaran Kalurahan 

Sidomulyo Tahun 2023 Nomor 01); 

 

21. Peraturan Kalurahan Nomor 05 Tahun 2023 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 

Anggaran 2024; (Lembaran Kalurahan Sidomulyo Nomor 05 

Tahun 2023); 

 

22. Peraturan Kalurahan Nomor 07 Tahun 2023 tentang 

Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf 

Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan 

(Lembaran Kalurahan Sidomulyo Tahun 2023 Nomor 7). 

 

23. Peraturan Kalurahan Nomor 08 Tahun 2023 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) 

Tahun Anggaran 2024; (Lembaran Kalurahan Sidomulyo 
Nomor 08 Tahun 2023); 

 



Dengan Persetujuan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN 

Dan 

LURAH SIDOMULYO 

MEMUTUSKAN 

 
 
Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SIDOMULYO KAPANEWON 

BAMBANGLIPURO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG 

JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SIDOMULYO 

TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

 

Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan 

rincian sebagai berikut : 

 

1. Pendapatan Kalurahan    Rp.  5.312.947.036,34 

2. Belanja Desa      Rp.  5.348.085.035,23 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Rp.    2.219.907.615,23  

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp.    2.501.950.250,00 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.       225.631.580,00 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.       238.595.590,00 

e. Bidang Penanggulangan Bencana, 

Darurat dan Keadaan Mendesak   Rp.       162.000.000,00 

Surplus / Defisit (1 – 2)   Rp.         35.137.998,89 

 

 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan Pembiayaan   Rp.       229.825.471,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan   Rp.         10.000.000,00    

Selisih pembiayaan (a – b)   Rp.        219.825.471,00 

Silpa tahun berjalan (1 – 2 + 3)  Rp.       184.687.472,11 

 

 

 

Pasal 2 

 

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran 

Peraturan Kalurahan ini; 

a. Lampiran  I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 

APBKal Tahun Anggaran 2023. 

b. Lampiran  II :  Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Kegiatan 

APBKal Tahun Anggaran 2023. 





 


